SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 823/

PL.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu)
Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan ketentuan huruf a diatas,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan
Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020



tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan
Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu
Pasangan Calon;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil



Memerhatikan

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu
Pasangan Calon;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 514 /PL.02.5-
KPT/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota;

Hasil seleksi Kantor Akuntan Publik untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun
2020.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

Menetapkan Kantor Akuntan Publik WARTONO
DAN REKAN Untuk Melakukan Audit Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 nomor urut 1
atas nama ONY ANWAR, ST, MH - DWI RIANTO
JATMIKO MH, M.Si.

Tugas Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun
2020 adalah sebagai berikut :

1. melakukan audit laporan dana kampanye
pasangan calon Ony Anwar, ST, MH - Dwi
Rianto Jatmiko, MH, M.Si dalam
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ngawi Tahun 2020 dengan berpedoman
pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang
mengatur tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak Kantor Akuntan
Publik (KAP) menerima Laporan Dana
Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dilarang melibatkan
pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor adalah
sebagai berikut :

a. tim kampanye atau petugas kampanye
Pasangan Calon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon
perseorangan,;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana
atau pengeluaran uang atau penyimpanan
kekayaan Pasangan Calon;



atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Pasangan Calon perseorangan;

d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

e. AP penandatangan laporan yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil;

f. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik
Akuntan Publik pada saat AP memberikan
audit kepatuhan dalam kerangka perikatan
asurans; dan

g. pihak yang tidak berdomisili yang sama
dengan tempat kedudukan KAP, kecuali
domisili pihak tersebut masih dalam jarak
tempuh yang normal dalam hubungan kerja
sehari-hari.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi
Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan atau perubahan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

|
|
|
c. orang yang mempunyai hubungan khusus

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI




